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ABSTRACT 

Statement of Government Accounting Standards (PSAP) 07 is the standard for the accounting 

of fixed assets include the recognition, the determination of the carrying value, the 

accounting treatment of the revaluation and impairment of the carrying (carrying value) of 

fixed assets. Fixed assets have a very important role and should be managed well in order to 

produce reliable information in the financial statements. This study aims to determine the 

suitability of adoption of a PSAP 07 on fixed asset accounting in the Kantor Badan DIKLAT 

Provinsi Sulawesi Utara. The method used is descriptive analysis method. The results showed 

Badan DIKLAT in the application of accounting of fixed assets, namely the classification, 

recognition, measurement / assessment, depreciation record, expenses after the acquisition, 

termination and release, as well as the disclosure is in accordance with the PSAP 07,  but is 

need to know,  Badan DIKLAT use SIMDA application to record the depreciation fixed asset. 

Keywords : Aplication, Analysis, PSAP 07, Fixed Asset 

  

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara 

terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance). Instansi pemerintah dalam menjelaskan tugasnya memerlukan laporan 

akuntansi, baik sebagai dasar analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan dan 

pengelolaan keuangan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah Pasal 4 Ayat 4 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah berlaku 

bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.  

Dalam tatanan pemerintahan Sulawesi Utara, Badan Pendidikan dan Pelatihan 

(DIKLAT) memiliki total jumlah aset yang nilainya besar, sehingga untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara melakukan perlakuan aset tetap dengan benar. Aset tetap yang berada 

dibawah penguasaan suatu instansi harus dicatat secara akuntansi berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Pengelolaan aset tetap intansi pemerintah diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap menurut 

PSAP 07 adalah aset berwujud  yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset 

Tetap Pada Kantor Badan DIKLAT Pemerintah provinsi Sulawesi Utara.” 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 07 tentang 

akuntansi aset tetap pada kantor Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Akuntansi Pemerintah 

Sitorus  menyatakan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematik 

pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan 

keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.  

 

2.2. Konsep Akuntansi Pemerintah 

 Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah dan SKPD (2014:9). Menjelaskan 

tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan sebagai berikut. 

1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik dan 

tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah 

yang perlu dipertimbangan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 

adalah sebagai berikut : (1) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang 

diberikan; (2) Ciri keuangan Pemerintah yang bagi pengendalian. 

2. Peran Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu 

memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami 

(Nasrudin, 2015). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk 

pertanggungjwaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang didalamnya yang 

mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen 

aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya 

setelah pelaksanaan anggaran (Erizul & Yuliana, 2014). 

 

2.3 Konsep Standar Akuntansi Pemerintah 

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.  

  

2.4 Aset Tetap 

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar 

menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (Kolinug 2015). Aset 

tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, leasing, 

pembangunan sendiri dan hibah (Kirana, 2013). Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud 

fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode 

akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2013:2). 

 

2.5  Penelitian Terdahulu 

 Akhyar (2015) dalam penelitian berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 

Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan 

kebijakan akuntansi yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Utara merujuk 

pada PP No. 24 Tahun 2005 dengan basis akutnansi yang digunakan yakni Cash Toward 

Accrual (CTA). 

Dian (2013) dalam penelitian berjudul Evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP 

No. 07 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang 
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Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Aset Tetap pada dinas tersebut telah sesuai dengan 

yang tertuang pada PSAP No. 07. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan sumber data 

 Penelitian ini meneliti dua jenis data, yakni, data kualitatif yaitu penjelasan mengenai 

aset tetap berdasarkan teori yang bersumber dari berbagai literatur dan wawancara. Subjek 

dari penelitian ini adalah Kepala Badan DIKLAT Provinsi Sulut Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara ataupun Pengelola Aset Tetap,sehingga penelitian berupa opini, sikap, dan 

pengalaman pelaksana tersebut merupakan data subjek. Serta, data kuantitatif yang digunakan 

adalah data keuangan dan sejumlah laporan mengenai pencatatan aset tetap yang dilakukan 

oleh Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

Sumber data menggunakan data primer yag  diperoleh dan dikumpulkan dengan cara 

melakukan penelitian langsung pada Kantor Badan DIKLAT pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara.  

 

3.2. Data dan teknik pengambilan data  

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan dalam 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Teknik Dokumentasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku literatur, 

majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan maslah 

yang diteliti.  

 

3.3. Metode analisis  

  Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode analisis adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya 

menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data. Analisis data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, mempelajari sejarah Badan DIKLAT 

Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi dan tupoksi Badan DIKLAT Provinsi 

Sulawesi Utara, metode pelaporan keuangan yang baik, peraturan-peraturan dan 

kebijakan pengelolaan aset tetap yang berlaku umum, dan kebijakan pemerintah 

setempat yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset tetap. 

b. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan 

penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. Dalam 

hal ini peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. 

c. Menarik kesimpulan. 

  

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil analisis 

4.1.1 Kebijakan Akuntasi 

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Badan DIKLAT Provinsi Mengacu pada 

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 30 Tahun  2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan asumsi bahwa: 

a) Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang 

mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

atau sebagai entitas pelaporan. 

b) Berarti bahwa Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam 

satuan uang. 

Laporan Keuangan Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 

Anggaran 2015 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010). 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi 

Utara adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran,dan untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam laporan 

operasional serta aset, kewajiban, dan entitas dalam Neraca. 

Menurut pengelola aset tetap di badan DIKLAT sulut Aset tetap pada Badan DIKLAT 

Provinsi Sulut memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

4.1.2 Klasifikasi Aset Tetap 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 

aktifitas operasi entitas yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan; 

jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Rincian dari 

masing-masing aset tersebut sudah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). 

4.1.3  Pengakuan Aset Tetap 

Kantor Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara, suatu aset diakui sebagai aset tetap 

jika aset tersebut mempunyai wujud, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya 

perolehan dapat diukur secara andal, tidak untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan 

maksud untuk digunakan (Pengelola aset tetap Badan DIKLAT Pemprov Sulut). Untuk 

mendukung keandalan pengakuan aset tetap, maka aset tetap harus disertai dengan berita 

acara serah terima aset terima aset tetap. Adanya berita acara serah terima aset tetap tersebut 

menandakan pihak Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara sudah berhak menggunakan dan 

mengelola aset tetap yang telah diserahkan. 

4.1.4 Pengukuran/Penilaian Aset Tetap 

Badan DIKLAT dalam pengukurannya terhadap Aset tetap menggunakan biaya 

perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau 

menggunakan harga pasar berikut penuturan Pengelola aset tetap Badan DIKLAT. Menurut 

pengelola aset tetap di kantor Badan DIKLAT setelah diwawancarai biaya perolehan terdiri 

dari keseluruhan biaya yang digunakan  untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi 

untuk tanah, diukur dengan niai penyerahan  aset tetap tersebut kepihak Badan DIKLAT. 

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga beli, pajak, dan biaya lain-lain sampai 

siap digunakan. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap 

Berdasarkan Tabel perbandingan klasifikasi aset tetap pada Badan DIKLAT SULUT 

digolongkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas, sehingga klasifikasi 

aset tetap pada Badan DIKLAT telah sesuai dengan peraturan permerintah yang berlaku yaitu 
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peraturan pemerintah N0. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

NO.07 tentang akuntansi aset tetap. 

4.2.2 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap 

Berdasarkan tabel pengakuan aset tetap oleh Badan DIKLAT SULUT telah sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 07 tentang 

akuntansi aset tetap. Aset tetap pada Badan DIKLAT harus lebih dari dua belas bulan, diakui 

menggunakan biaya perolehan, maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan 

untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional, dan aset tetap diakui pada saat 

transaksi atas aset tetap itu terjadi. 

4.2.3  Perbandingan Pengukuran/Penilaian Aset Tetap 

Berdasarkan Tabel pengukuran/penilaian aset tetap oleh Badan DIKLAT SULUT 

menggunakan biaya perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan aset tetap sampai siap untuk 

digunakan oleh Badan DIKLAT. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, pajak, biaya 

angkut, dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk Aset tetap tersebut sehingga telah sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah No. 71 2010, 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap. 

4.2.4 Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap 

Berdasarkan Tabel pengeluaran setelah perolehan untuk perbaikan suatu aset tetap 

Badan DIKLAT SULUT mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi 

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yaitu Peraturan Gubernur Nomor 30  tahun 2014. Hal ini 

telah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. tentang akuntansi aset tetap. 

4.2.5 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap 

Berdasarkan Tabel nilai akumulasi penyusutan per 31 desember 2016 tidak dikelola 

oleh BADAN DIKLAT melainkan aplikasi SIMDA  dari Badan pengelola barang milik 

daerah (BPK-BMD). Dengan aplikasi ini Badan Diklat Mempermudah dan menghemat 

waktu perhitungannya.  

4.2.6 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap 

 Pada Badan Diklat Pemprov Sulut, metode yang dipakai untuk menghitung 

penyusutan adalah metode garis lurus (straight line metode) pernyataan ini sesuai dengan 

catatan atas Laporan keuangan oleh Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 

yang tertulis menggunakan metode garis lurus.Berdasarkan tabel pengungkapan aset tetap 

oleh Badan DIKLAT Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 07. Pernyataan 

Standar Akuntansi aset tetap. Badan DIKLAT mengungkapkan dasar penilaian yang 

digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, terdapat informasi 

penyusutan, hingga kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis 

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset 

tetap pada Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Badan DIKLAT dalam Pengklasifikasian, Pengakuan, 

Pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, Penghentian dan 

pelepasan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) Nomor 07. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis 

penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan DIKLAT Pemerintah 
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Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis mengharapkan Badan DIKLAT Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara dalam penyusunan dan perhitungan aset tetap juga mengetahui secara teknis 

penyusunan manualnya karena saat ini hanya menggunakan aplikasi SIMDA dari Badan 

Pengelola Barang Milik Daerah (BP-BMD). 
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